










































 
 

BAB IV 

STANDAR KEBUTUHAN  

KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN OPERASIONAL  

DAN KENDARAAN FUNGSIONAL 

 

A. KENDARAAN JABATAN 

Kendaraan Jabatan yaitu BMN berupa kendaraan bermotor roda 4 

(empat) yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara yaitu 

pejabat negara untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang 

diembannya yang dibuktikan dengan surat izin penggunaan. 

Kendaraan Jabatan yang digunakan oleh pimpinan Satuan Kerja 

selain berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, 

hibah, sewa dan perolehan lainnya yang sah. 

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa 

Kendaraan Jabatan sebagai berikut: 

NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

1. Ketua Mahkamah 

Agung 

A 2 Sedan 

atau  

SUV/MPV 

3.500 cc, 

6 silinder 

Sedan/ 

SUV/MPV 

Listrik 

250 kW 

2 Wakil Ketua 

Mahkamah Agung 

A 1 Sedan 

atau  

SUV/MPV 

3.500 cc, 

6 silinder 

Sedan/ 

SUV/MPV 

Listrik 

250 kW 

3. Ketua Kamar 

Mahkamah Agung 

A 1 Sedan 

atau 

SUV/MPV 

3.500 cc, 

6 silinder 

Sedan/ 

SUV/MPV 

Listrik 

250 kW 
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NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

4. - Sekretaris dan 

Panitera 

Mahkamah 

Agung 

- Direktur 

Jenderal, 

Kepala Badan 

pada 

Mahkamah 

Agung 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tingkat 

Banding Tipe A 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tinggi Agama 

- Kepala/Wakil 

Kepala 

Pengadilan 

Militer Utama 

B 1 Sedan 2.500 cc, 

4 silinder 

SUV 3.000 cc, 

6 silinder 

Sedan 

Listrik 

215 kW 

SUV 

Listrik 

200 kW 

5. - Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tingkat 

Banding Tipe B 

B 1 Sedan 2.500 cc, 

4 silinder 

SUV 3.000 cc, 

6 silinder 

Sedan 

Listrik 

215 kW 
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NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Mahkamah 

Syar’iyah 

Provinsi 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tinggi Tata 

Usaha Negara 

- Sekretaris dan 

Panitera 

Pengadilan 

Militer Utama 

- Sekretaris dan 

Panitera 

Pengadilan 

Tinggi Tipe A 

- Sekretaris dan 

Panitera 

Pengadilan 

Tinggi Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUV 

Listrik 

200 kW 
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NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

6. - Pejabat Eselon 

II, Direktur, 

Kepala Pusat, 

Kepala Biro, 

Panitera Muda 

pada 

Mahkamah 

Agung 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri Klas IA 

Khusus 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

Tipe A 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

Tipe B 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tingkat 

Pertama Klas IA 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Mahkamah 

Syar’iyah Klas 

IA 

D 1 SUV 2.500 cc, 

4 silinder 

SUV 

Listrik 

7  
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NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

- Panitera dan 

Sekretaris 

Pengadilan 

Tinggi Tipe B 

- Panitera dan 

Sekretaris 

Mahkamah 

Syar’iyah 

Provinsi 

- Panitera dan 

Sekretaris 

Pengadilan 

Tinggi Tata 

Usaha Negara 

7. - Kepala/Wakil 

Kepala 

Pengadilan 

Militer Tinggi 

- Kepala 

Pengadilan 

Militer Tipe A 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tingkat 

Pertama Klas 

IB 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Mahkamah 

Syar’iyah Klas 

IB 

 

E 1 SUV 2.000 cc, 

4 silinder 

SUV 

Listrik 

125 Kw 
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NO 

JABATAN 

DAN/ATAU 

PENYETARAAN 

ESELONISASI 

 

KUALIFIKASI 

JUMLAH 

MAKSIMUM 

(UNIT) 

PILIHAN 

JENIS 
SPESIFIKASI 

8. - Wakil Kepala 

Pengadilan 

Militer Tipe A 

- Kepala/Wakil 

Kepala 

Pengadilan 

Militer Tipe B 

- Ketua/Wakil 

Ketua 

Pengadilan 

Tingkat 

Pertama Klas II 

- Panitera dan 

Sekretaris 

Pengadilan 

Militer Tinggi 

F 1 MPV 2.000 cc 

bensin atau 

2.500 cc 

Diesel, 

4 silinder 

MPV 

Listrik  

120 kW 

 

B. KENDARAAN OPERASIONAL 

Kendaraan Operasional adalah BMN berupa kendaraan bermotor roda 

4 (empat) atau roda 2 (dua) yang digunakan oleh pegawai negeri dalam 

rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi. 

Kendaraan Operasional yang digunakan oleh pegawai negeri selain 

berasal dari pengadaan sendiri dapat juga berasal dari pinjam pakai, hibah, 

sewa dan perolehan lainnya yang sah. 

Adapun Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN berupa 

Kendaraan Operasional sebagai berikut: 

1. Standar Barang 

NO JENIS SPESIFIKASI 

1. 
Mobil MPV/Low SUV/MPV 

Listrik 
1.500 cc, 4 Silinder / 75 kW 

2. 
Sepeda Motor/ Sepeda Motor 

Listrik 
225 cc, 1 Silinder / 5 kW 
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